
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

PSAK 101 merupakan standar akuntansi yang memberikan pedoman 

bagi entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Standar ini mencakup penyajian laporan neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, laporan keuangan 

sumber dan penggunaan dana zakat, laporan keuangan keuangan sumber dan 

penggunaan dana Kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan Implementasi 

PSAK 101 bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan 

keandalan informasi keuangan yang disajikan. Hal ini sangat penting untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku 

kepentingan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai 

dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, PSAK 101 tidak hanya mengatur 

tentang bentuk dan isi laporan keuangan, tetapi juga menekankan pentingnya 

pengungkapan informasi yang relevan dan material. Pengungkapan ini meliputi 

penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian transaksi 

syariah, dan informasi lainnya yang dapat mempengaruhi pemahaman 

pengguna laporan keuangan. 

Selain itu, implementasi PSAK 101 juga diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya 

terhadap entitas syariah. Dengan adanya standar yang jelas dan konsisten, 
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diharapkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 101 

dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja keuangan dan posisi 

keuangan entitas syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis sejauh mana implementasi PSAK 101 telah diterapkan oleh entitas 

syariah dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan 

standar ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan syariah di Indonesia (IAI, 

2011). 

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan PSAK 101 menjadi semakin 

penting seiring dengan meningkatnya jumlah entitas syariah di Indonesia. 

Fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya bank syariah, perusahaan 

asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang memerlukan 

standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam 

praktiknya, banyak entitas syariah yang masih menghadapi berbagai kendala 

dalam menerapkan PSAK 101. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai 

standar ini di kalangan praktisi akuntansi syariah menyebabkan penyusunan 

laporan keuangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak 

perusahaan yang belum sepenuhnya memahami detail-detail teknis dan filosofis 

dari PSAK 101, sehingga penerapannya tidak maksimal. Kedua, terbatasnya 

sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah juga menjadi 

kendala utama. Banyak entitas syariah yang belum memiliki tenaga akuntan 

yang memiliki pengetahuan mendalam tentang PSAK 101 dan prinsip-prinsip 

syariah. Hal ini menyebabkan kualitas laporan keuangan yang disusun sering 
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kali masih jauh dari harapan. Ketiga, tantangan dalam pengungkapan informasi 

yang relevan dan material juga sering dihadapi oleh entitas syariah. 

Pengungkapan ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang transparan 

dan akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Namun, banyak entitas yang 

masih kesulitan dalam mengungkapkan informasi yang sesuai dengan standar, 

terutama informasi yang bersifat non-keuangan seperti kepatuhan terhadap 

prinsip syariah dan dampak sosial dari operasional perusahaan. Keempat, 

adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang sering terjadi juga 

mempengaruhi penerapan PSAK 101. Entitas syariah harus terus mengikuti 

perkembangan terbaru dalam regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, yang 

sering kali membutuhkan penyesuaian dan adaptasi yang tidak mudah.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi 

PSAK 101 telah diterapkan oleh entitas syariah dan mengidentifikasi kendala-

kendala yang dihadapi dalam penerapan standar ini. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan syariah di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang dapat 

membantu entitas syariah dalam menghadapi kendala-kendala tersebut (IAI, 

2011). 

Dalam penelitian ini, data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa 

sejumlah perusahaan syariah di Indonesia belum sepenuhnya memahami dan 

menerapkan PSAK 101 dalam laporan keuangannya. Sebagai contoh, penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmad (2019) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 60% 

perusahaan yang memiliki pemahaman dasar tentang standar akuntansi syariah 
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ini. Selain itu, laporan dari Rachmawati dan Sukardi (2020) menunjukkan 

bahwa banyak UKM syariah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan 

PSAK 101 karena keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang memadai. 

Seperti Banyak perusahaan syariah yang masih belum sepenuhnya memahami 

prinsip dan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101, menyebabkan kesalahan 

dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap standar yang 

berlaku serta Perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, sering 

menghadapi keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan pelatihan mengenai 

PSAK 101 bagi karyawannya. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk 

menerapkan standar dengan benar. Selain itu Terdapat beberapa kendala teknis 

dalam penerapan PSAK 101, seperti pengakuan pendapatan syariah, pencatatan 

zakat, dan pengelolaan dana infaq. Kendala ini seringkali disebabkan oleh 

perbedaan interpretasi dan kurangnya panduan yang praktis dan Implementasi 

PSAK 101 memerlukan sistem teknologi informasi yang memadai untuk 

mendukung pencatatan dan pelaporan yang sesuai standar. Namun, banyak 

perusahaan yang belum memiliki infrastruktur IT yang cukup canggih untuk 

memenuhi kebutuhan ini. Jadi kesimpulanya Pengawasan dari otoritas terkait 

serta evaluasi internal terhadap implementasi PSAK 101 di perusahaan 

seringkali kurang efektif. Hal ini berdampak pada kepatuhan perusahaan 

terhadap standar yang ditetapkan. 

Ketika puluhan bank konvensional menghadapi kehancuran akibat badai 

ekonomi dan moneter yang mengguncang Indonesia menjelang pasca 

lengsernya pemerintahan Orde Baru, kemunculan lembaga keuangan yang 
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beroperasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk BMT, menjadi fenomena yang 

sangat menarik dan patut untuk dianalisis dengan lebih rinci. Pada saat yang 

sulit itu, Bank Muamalah Indonesia (BMI) sebagai bank umum pertama yang 

mengadopsi prinsip syariah tetap eksis, menunjukkan ketahanan di tengah 

tekanan ekonomi  (Ilmi, 2002). Dalam kerangka sistem ekonomi, baik itu dalam 

ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional, akuntansi memegang peran 

yang sangat sentral sebagai salah satu komponen integral dari struktur ekonomi. 

Peran akuntansi menjadi krusial karena melalui proses akuntansi, informasi 

yang sangat vital untuk pengambilan keputusan bisnis dapat diperoleh (Ilmi, 

2002). 

Salah satu aspek menarik adalah kemampuan beberapa lembaga 

keuangan syariah, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan 

lembaga keuangan mikro syariah yang diwakili oleh BMT, untuk bertahan dan 

bahkan berkembang selama periode krisis tersebut. Keberhasilan mereka dalam 

mengatasi tantangan ekonomi memberikan daya tarik bagi banyak pihak, dan 

banyak individu serta kelompok kemudian tertarik untuk lebih mendalam 

memahami operasional dan sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan 

alternatif ini. 

Fenomena ini menciptakan minat yang signifikan di kalangan 

masyarakat, dengan banyak pihak yang berusaha mendekati dan mempelajari 

lebih lanjut tentang cara kerja serta sistem keuangan yang diterapkan oleh 

lembaga-lembaga syariah tersebut. Oleh karena itu, analisis rinci terhadap 

keberhasilan dan strategi adaptasi lembaga keuangan berbasis syariah selama 
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periode krisis tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam 

tentang dampak positif prinsip-prinsip syariah dalam menjaga ketahanan 

ekonomi dan keuangan. 

Permahaman terntang akurntansi merncakurp konserp yang luras merngernai 

furngsi permergang burkur ataur sertidaknya mermerrlurkan permahaman dasar 

merngernai perran akurntansi. Furngsi akurntansi, serperrti yang dijerlaskan olerh 

Murhammad (2002), merlibatkan analisis dan perncatatan sertiap transaksi yang 

terrkait, kermurdian merrangkurm dan merlaporkan data akurntansi terrserburt dalam 

bernturk laporan. Laporan terrserburt tidak hanya berrfurngsi serbagai catatan 

kerurangan tertapi jurga mernjadi dasar informasi yang sangat berrharga bagi 

kerperntingan manajermern perrursahaan. Derngan kata lain, akurntansi tidak hanya 

serkadar merncatat transaksi kerurangan, tertapi jurga merlibatkan prosers analisis 

yang merndalam. Sertiap transaksi dicerrmati derngan serksama, dan informasi 

yang dihasilkan tidak hanya berrgurna urnturk permilik bisnis, tertapi jurga krursial 

bagi manajermern dalam merngambil kerpurtursan stratergis. Dalam konterks ini, 

akurntansi mernjadi suratur instrurmern yang tidak hanya merncatat serjarah kerurangan 

perrursahaan tertapi jurga mernjadi surmberr daya informasi stratergis urnturk 

merndurkurng perrturmburhan dan kerlangsu rngan bisnis. 

Lermbaga kerurangan mernjalankan kerbijakan yang merlarang pernerrimaan 

dan permbayaran burnga, merngingat bahwa dalam prinsip Islam, burnga bank 

dianggap serbagai aktivitas yang haram. Pernting urnturk dicatat bahwa serlurrurh 

aktivitas operrasional lermbaga kerurangan syariah, terrmasurk pernyu rsurnan laporan 

kerurangan, harurs turndurk pada aturran-aturran yang terlah dijerlaskan dalam 
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Perrnyataan Standar Akurntansi (PSAK) Syariah. PSAK Syariah ini ditertapkan 

berrdasarkan fatwa-fatwa yang dikerlurarkan olerh Derwan Syariah Nasional 

(DSN-MUrI). Fatwa-fatwa ini mermainkan perran pernting serbagai panduran moral 

dan hurkurm dalam konterks kerurangan syariah, mermbimbing lermbaga kerurangan 

dalam mernjalankan aktivitas merrerka sersurai derngan prinsip-prinsip Islam. DSN-

MUrI mermastikan bahwa PSAK Syariah merncerrminkan nilai-nilai ertika dan 

keradilan dalam sertiap asperk operrasional lermbaga kerurangan syariah. 

Prosers pernyursurnan laporan kerurangan ini jurga merlibatkan kerterrlibatan 

Ikatan Akurntansi Indonersia (IAI), yang mermbernturk komiter khursurs. Komiter ini 

berrtanggurng jawab urnturk mernyerlaraskan PSAK Syariah derngan prinsip-prinsip 

akurntansi sercara urmurm, serhingga laporan kerurangan yang dihasilkan tidak 

hanya mermaturhi asperk syariah tertapi jurga sersurai derngan standar akurntansi 

interrnasional. Derngan dermikian, kolaborasi antara DSN-MUrI dan IAI 

mernghasilkan suratur kerrangka kerrja yang komprerhernsif, mermastikan bahwa 

lermbaga keru rangan syariah berroperrasi sersurai derngan prinsip-prinsip Islam dan 

mernjaga kerakurratan serrta krerdibilitas laporan kerurangannya. 

Laporan kerurangan lermbaga keru rangan syariah, terrmasurk BMT, mermiliki 

turjuran urtama urnturk mermastikan kerpaturhan terrhadap prinsip-prinsip syariah 

yang mernjadi dasar operrasionalnya. Salah satur asperk kurnci dalam merwurjurdkan 

kerpaturhan ini adalah pernerrapan akurntansi syariah, yang ju rga mernurnturt 

inderperndernsi dari badan perngawas interrnal lermbaga. Turjurannya adalah urnturk 

mermastikan bahwa perngawasan terrhadap kergiatan operrasional dilakurkan 
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derngan cerrmat, serhingga pernyajian laporan kerurangan syariah sersurai derngan 

prinsip-prinsip keradilan, kerbernaran, dan perrtanggurngjawaban (Su rwikyo, 2010). 

Pernyajian laporan kerurangan syariah ini tidak sermata-mata dilakurkan 

tanpa landasan, merlainkan serpernurhnya merngikurti perdoman yang terlah 

ditertapkan dalam PSAK 101. PSAK 101 berrfurngsi serbagai payurng hurkurm yang 

merngaturr pernyajian dan perngurngkapan laporan kerurangan urnturk turjuran urmurm 

(gernerral purrposer financial statermernt) erntitas syariah, yang dalam konterks ini 

diserburt serbagai "Laporan Kerurangan." Landasan ini mermberrikan panduran yang 

jerlas terrkait derngan format dan isi laporan kerurangan syariah, mermastikan 

bahwa informasi yang disampaikan berrsifat konsistern dan dapat dipahami olerh 

permangkur kerperntingan. 

Serlain itur, pernting urnturk dicatat bahwa pernyajian laporan kerurangan 

syariah berrdasarkan PSAK 101 berrturjuran urnturk mernciptakan kerterrbandingan. 

Laporan kerurangan ini tidak hanya dapat dibandingkan derngan laporan 

kerurangan erntitas syariah pada perrioder serlanjurtnya, tertapi jurga derngan laporan 

kerurangan dari erntitas syariah lainnya. Derngan adanya kerrangka kerrja yang terlah 

ditertapkan, PSAK 101 mermberrikan dasar yang kokoh urnturk mermastikan 

kuralitas dan kerberrlanjurtan perlaporan kerurangan erntitas syariah. 

Kerberradaan suratur lermbaga ataur perrursahaan tidak akan terrlerpas dari 

prosers perncatatan akurntansi. Sertiap lermbaga ataur perrursahaan berrkerwajiban 

merlakurkan perncatatan atas aktivitas akurntansi yang terrjadi dalam perrursahaan 

dan mernyajikannya dalam bernturk laporan akurntansi ataur laporan kerurangan. 

Laporan ini disajikan serbagai bernturk perrtanggurngjawaban atas dana serrta asert 
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yang dikerlola olerh manajermern kerpada permilik perrursahaan ataur permergang 

saham dan serbagai merdia urtama bagi berrbagai pihak yang berrkerperntingan. 

Urntu rk mermperrtanggurngjawabkan aktivitas yang terlah dilakurkan, pihak 

BMT perrlur mermburat laporan kerurangan yang didasarkan pada prinsip dan 

konserp yang berrlakur urmurm urnturk merngurkurr kinerrja serrta serbagai laporan 

kerpada pihak terrkait. Laporan kerurangan merrurpakan hasil akhir dari suratur prosers 

perncatatan, perngerlolaan, dan permerriksaan transaksi finansial dalam suratur badan 

ursaha yang dirancang urnturk permbu ratan kerpurtursan, baik interrnal maurpurn 

erksterrnal, merngernai posisi kerurangan dan hasil ursaha perrursahaan. 

Salah satur turjuran laporan keru rangan dari lermbaga keru rangan syariah 

adalah mermberrikan informasi yang lerngkap kerpada pernggurnanya dan serbagai 

laporan perrtanggurngjawaban atas furngsi yang terlah dilaksanakan olerh erntitas 

syariah. Permakai laporan kerurangan merlipurti inverstor serkarang dan poternsial, 

permilik dana qardh, permilik dana inverstasi murdharabah, permilik dana titipan, 

permbayar dan pernerrima zakat, infaq, serderkah, dan wakaf, perngawas syariah, 

karyawan, permasok dan mitra ursaha lainnya, perlanggan, permerrintah serrta 

lermbaga-lermbaganya, dan masyarakat. Pernyajian laporan keru rangan syariah 

yang merngacur pada PSAK No. 101 berrturjuran urnturk merngaturr pernyajian laporan 

kerurangan urnturk turjuran urmurm erntitas syariah serhingga dapat dibandingkan baik 

derngan laporan kerurangan erntitas syariah perrioder serberlurmnya maurpurn derngan 

erntitas syariah lainnya. 

Baitu rl Mal wa Tamwil (BMT) didirikan urnturk mermbantur merngatasi 

masalah yang dihadapi olerh Ursaha Kercil dan Mernerngah (UrKM), merngingat 



10 
 

 
 

perran bank syariah yang cernderrurng kurrang optimal dalam mermberrikan 

pinjaman kerpada UrKM. Merskipurn ju rmlah permbiayaan yang diberrikan olerh 

BMT berlurm terrlalur bersar, manfaat yang diberrikan BMT sangat signifikan dalam 

perngermbangan UrKM. Dikurtip dari (Fithri, 2023) Perran BMT Barrah yang 

berrjalan sersurai derngan konserp permberrdayaan ini sangat mermbantur UrMKM 

serlakur nasabah urnturk mermperrtahankan dan merngermbangkan ursahanya. 

Baitu rl Mal wa Tamwil (BMT) merrurpakan lermbaga yang terrdiri dari dura 

konserp, yaitur baiturl maal dan baitu rl tamwil. Baiturl maal berrfokurs pada 

perngurmpurlan dan pernyalurran dana non-profit, serperrti zakat, infaq, dan serderkah. 

Sermerntara itur, baiturl tamwil berrfokurs pada perngurmpurlan dan pernyalurran dana 

komerrsial. Kerdura kergiatan ini mernjadi bagian yang tak terrpisahkan dari BMT 

serbagai lermbaga yang merndurkurng kergiatan erkonomi masyarakat kercil derngan 

landasan Islam. Lermbaga ini didirikan urnturk mermfasilitasi masyarakat bawah 

yang berlurm terrjangkaur olerh layanan bank syariah ataur BPRS (Nurrurl dan 

Mohammad, 2010:363). 

Di masyarakat, BMT dikernal serbagai koperrasi syariah. Perrkermbangan 

BMT sangat persat karerna prinsip-prinsip yang dijalankan lerbih didasarkan pada 

kerperrcayaan antara kerdura berlah pihak. Hal ini terrlihat dari murdahnya syarat-

syarat yang harurs dipernurhi olerh nasabah kertika ingin merlakurkan transaksi. 

Dalam merngerlola asert lermbaga kerurangan syariah ataur BMT, diperrlurkan 

sisterm akurntansi yang baik. Olerh karerna itur, IAI (Ikatan Akurntan Indonersia) 

merngerlurarkan Perrnyataan Standar Aku rntansi Kerurangan (PSAK) yang merngaturr 

terntang aku rntansi perrbankan syariah, yaitur PSAK No. 59, yang merncakurp 
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perngakuran dan perngurkurran produ rk serperrti Murrabahah, Mursyarakah, 

Murdharabah, Salam, Istishna, Ijarah, dan transaksi berrbasis imbalan. 

SAK (Standar Akurntansi Kerurangan) syariah adalah perrnyataan standar 

akurntansi kerurangan (PSAK) syariah yang diturjurkan urnturk erntitas yang 

merlakurkan transaksi syariah, baik erntitas lermbaga syariah mau rpurn lermbaga 

non-syariah. Jadi, PSAK adalah komponern yang urturh dan komprerhernsif dalam 

perncatatan transaksi lermbaga kerurangan syariah. 

Seriring perrkermbangan zaman, IAI (Ikatan Akurntan Indonersia) merlaluri 

Derwan Standar Akurntansi Kerurangan (DSAK) syariah terlah merrurmurskan PSAK 

syariah. PSAK syariah ini merrurpakan perrurbahan dari PSAK 59 terntang 

akurntansi perrbankan syariah. PSAK ini murlai berrlakur erferktif pada 1 Janurari 

2008 dan terlah disahkan olerh Derwan Standar Akurntansi Kerurangan (DSAK) 

pada 2 Agursturs 2019, terrmasurk PSAK 101. 

KSPPS BMT Berringharjo Cabang Tasikmalaya  adalah lermbaga 

inderperndern berrbasis erkonomi Islam yang mernjalankan kergiatannya 

berrdasarkan prinsip Syariah Islam. Lermbaga ini mernghimpurn dana (harta) dari 

masyarakat dalam bernturk taburngan, derposito, pernyerrtaan modal, pernyalurran 

zakat, infak, serderkah, dan wakaf, dan kermurdian mernyalurrkannya kerpada 

masyarakat yang mermburturhkan merlaluri pola mursyarakah (kerrjasama/bagi 

hasil), murrabahah (jural berli), dan qardhurl hasan (pinjaman kerbajikan). Turjuran 

urtama pernyalurran ini adalah mermajurkan erkonomi masyarakat dan merndapatkan 

ridho Allah Surbhanahur Wa Ta’ala. BMT mermiliki berberrapa produrk, yaitur 
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produrk dana (produrct of furnding), produrk permbiayaan (produrct of financing), 

dan produrk layanan (produrct of serrvicer). 

Berrdasarkan hasil wawancara yang dilakurkan olerh pernurlis dan analisis 

data yang diperrolerh dari Koperrasi Simpan Pinjam dan Permbiayaan (KSPPS) 

Baiturl Mal Wa Tamwil (BMT) Berringharjo cabang Tasikmalaya, ditermurkan 

berberrapa perrmasalahan, antara lain: 

Perrtama, dalam laporan nerraca yang disursurn olerh BMT Berringharjo 

Tasikmalaya tidak mermisahkan informasi pernting yang serharursnya disajikan 

sercara terrpisah, yaitur antara kerwajiban derngan dana syirkah termporerr (DST). 

Hal ini dapat merngakibatkan kersurlitan dalam mermahami posisi kerurangan yang 

serbernarnya. Permisahan antara kerwajiban dan DST sangat pernting urnturk 

mermberrikan gambaran yang lerbih jerlas dan akurrat merngernai kerwajiban yang 

dimiliki BMT. Derngan mermisahkan kerdura erlermern ini, laporan kerurangan akan 

lerbih transparan dan mermurdahkan para permangkur kerperntingan dalam 

mernganalisis dan merngambil kerpurtursan yang terpat. Serlain itur, permisahan ini 

jurga sersurai derngan standar akurntansi yang berrlakur, serhingga merningkatkan 

krerdibilitas laporan kerurangan BMT Berringharjo Tasikmalaya. 

Kerdu ra, dalam laporan kerurangan, KSPPS BMT Berringharjo jurga tidak 

ada mernyursu rn laporan surmberr dan pernggurnaan dana Kerbajikan akan tertapi di 

ganti derngan Laporan merngernai surmberr dan pernggurnaan dana Qardrurl Hasan. 

dalam prosers pernyajiannya, terrdapat berberrapa kersalahan istilah yang perrlu r 

diperrbaiki. Kersalahan ini, merskipurn tidak merngurbah surbstansi informasi, dapat 
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merngakibatkan kerbingurngan dan interrprertasi yang salah jika tidak sergerra 

disersuraikan. 

Kertiga, KSPPS BMT Berringharjo tidak mernyerrtakan Catatan atas 

Laporan Kerurangan yang serharursnya mermurat informasi rinci merngernai sergala 

pernjerlasan terntang pernjerlasan laporan kerurangan mernjadi kurrang transparan dan 

dapat mernyurlitkan para permangkur kerperntingan dalam mermahami kondisi 

kerurangan yang serbernarnya. Catatan atas Laporan Kerurangan berrfurngsi serbagai 

perndamping yang mermberrikan konterks dan pernjerlasan terrhadap angka-angka 

yang terrdapat dalam laporan kerurangan urtama. Informasi merngernai kerbijakan 

akurntansi, misalnya, sangat pernting urnturk merngerrti bagaimana transaksi dan 

perristiwa kerurangan diakuri dan diurkurr dalam laporan. Serlain itur, perngurngkapan 

lainnya serperrti rincian asert dan kerwajiban, serrta pernjerlasan merngernai pos-pos 

terrterntur yang murngkin mermerrlurkan klarifikasi lerbih lanjurt, akan mermberrikan 

gambaran yang lerbih lerngkap dan merndalam. Informasi tambahan serperrti 

kerwajiban kontinjernsi dan komitmern jurga pernting urnturk merngurngkapkan 

poternsi risiko dan tanggurng jawab yang murngkin dihadapi olerh BMT 

Berringharjo di masa merndatang. 

Berrdasarkan latar berlakang perrmasalahan di atas, pernurlis terrtarik urnturk 

merlakurkan pernerlitian lerbih lanjurt merngernai pernyajian laporan kerurangan pada 

Koperrasi Simpan Pinjam dan Permbiayaan Syariah (KSPPS) BMT Berringharo 

Cabang Tasikmalaya derngan jurdurl “ANALISIS IMPLErMErNTASI LAPORAN 

KErUrANGAN BErRDASARKAN PSAK 101 (Sturdi Kasurs KSPPS BMT 

Berringharjo Cabang Tasikmalaya)”. 
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B. Rurmursan Masalah 

Berrdasarkan jurdurl "Ananlisis Implermerntasi laporan kerurangan 

berrdasarkan PSAK 101 (Sturdi Kasurs KSPPS BMT Berringharjo Cabang 

Tasikmalaya)", rurmursan masalah yang dapat diajurkan adalah serbagai berrikurt: 

1. Bagaimana pernerrapan BMT Berringharjo dalam mernyajikan laporan 

kerurangan nerraca sersurai derngan PSAK NO 101? 

2. Bagaimana pernerrapan BMT Berringharjo dalam mernyajikan laporan 

kerurangan laba rurgi sersurai derngan PSAK NO 101? 

3. Bagaimana pernerrapan BMT Berringharjo dalam mernyajikan laporan 

kerurangan arurs kas  sersurai derngan PSAK NO 101? 

4. Bagaimana pernerrapan BMT Berringharjo dalam mernyajikan laporan 

kerurangan perrurbahan erkuritas sersurai derngan PSAK NO 101? 

5. Bagaimana pernerrapan BMT Berringharjo dalam mernyajikan laporan 

kerurangan surmberr dan pernggurnaan dana zakat sersurai derngan PSAK NO 

101? 

6. Bagaimana pernerrapan BMT Berringharjo dalam mernyajikan laporan 

kerurangan surmberr dan pernggurnaan dana kerbajikan  sersurai derngan PSAK NO 

101? 

7. Bagaimana pernerrapan BMT Berringharjo dalam mernyajikan laporan 

kerurangan catatan atas laporan kerurangan sersurai derngan PSAK NO 101? 
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C. Turjuran Pernerlitian 

Berrdasarkan rurmursan masalah, turjuran pernerlitian yang dapat ditertapkan 

adalah serbagai berrikurt: 

1. Urnturk merngertahuri dan mernganalisis pernerrapan BMT Berringharjo dalam 

mernyajikan laporan kerurangan nerraca sersurai derngan PSAK NO 101. 

2. Urnturk merngertahuri dan mernganalisis pernerrapan BMT Berringharjo dalam 

mernyajikan laporan kerurangan laba rurgi sersurai derngan PSAK NO 101 

3. Urnturk merngertahuri dan mernganalisis pernerrapan BMT Berringharjo dalam 

mernyajikan laporan kerurangan arurs kas sersurai derngan PSAK NO 101 

4. Urnturk merngertahuri dan mernganalisis pernerrapan BMT Berringharjo dalam 

mernyajikan laporan kerurangan perru rbahan erkuritas dana zakat sersurai derngan 

PSAK NO 101 

5. Urnturk merngertahuri dan mernganalisis pernerrapan BMT Berringharjo dalam 

mernyajikan laporan kerurangan surmberr dan pernggurnaan dana zakat sersurai 

derngan PSAK NO 101 

6. Urnturk merngertahuri dan mernganalisis pernerrapan BMT Berringharjo dalam 

mernyajikan laporan kerurangan su rmberr dan pernggurnaan dana kerbajikan 

sersurai derngan PSAK NO 101 

7. Urnturk merngertahuri dan mernganalisis pernerrapan BMT Berringharjo dalam 

mernyajikan laporan kerurangan catatan atas laporan kerurangan sersurai derngan 

PSAK NO 101 
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D. Manfaat Hasil Pernerlitian 

Dari rurmursan dan turjuran pernerlitian di atas, terrdapat berberrapa manfaat 

yang dapat diperrolerh, antara lain: 

1. Dari perrsperktif perngermbangan ilmur, harapannya adalah pernerlitian ini dapat 

mermberrikan kontribursi permikiran yang berrharga urnturk perngermbangan ilmur 

erkonomi sercara urmurm, dan khursursnya urnturk bidang kerurangan Islam. 

2. Serlain kontribursi permikiran urntu rk perngermbangan ilmur erkonomi dan 

kerurangan Islam, pernerlitian ini diharapkan jurga dapat mermberrikan manfaat 

tambahan yang signifikan. Perrtama, hasil pernerlitian ini diharapkan dapat 

mernjadi surmberr inspirasi bagi pernerlitian-pernerlitian merndatang di bidang 

serrurpa, mermburka perlurang bagi perngermbangan perngertahuran yang lerbih 

lanjurt. 

3. Serlain itur, dapat diantisipasi bahwa hasil pernerlitian ini jurga akan 

mermberrikan kontribursi dalam merningkatkan permahaman masyarakat 

merngernai kerurangan syariah, serhingga dapat merndorong minat dan 

partisipasi lerbih bersar dalam produrk dan layanan kerurangan berrbasis syariah. 

Ini dapat mernjadi langkah positif dalam merndurkurng perrturmburhan serktor 

kerurangan syariah sercara kerserlurrurhan. 


